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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Konsep Negara Hukum 

Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah” 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep yang memiliki asas-

asas atau prinsip-prinsip bernegara yakni adanya supremasi hukum 

adanya pemerintah berdasarkan hukum, adanya pemerintahan 

berdasarkan hukum, demokrasi, pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia, kekuasaa hakim yang bebas tanpa intervensi, adanya sarana 

kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah, hukum bertujuan 

untuk mensejahterahkan dan keadilan sosial warga masyarakat, 

berdasarkan asas ketuhanan yang maha Esa. 

2. Kedudukan negara hukum Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip 

bernegara dalam Fiqih Siyasah, maka konsep pemerintahan Indonesia 

adalah sah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Antara 

konsep negara hukum Pancasila dan konsep negara hukum menurut fiqih 

siyasah memiliki banyak persamaan dalam bernegaranya. Keabsahan ini 

bukan hanya dilihat dari sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan 

presidennya saja melainkan juga dilihat dari terpenuhinya tujuan syar’i 

dari pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga kesejahteraan dan 

kemaslahatan umum warga negaranya. 
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B. Saran 

 Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum paham arti 

pancasila. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini beranggapan bahwa perlu 

adanya kegiatan sosialisasi dengan tema konsep negara hukum pancasila. 

Kegiatan sosialisasi baik dalam lingkungan sekolah umum maupun sekolah 

khusus seperti sekolah yang pondok pesantren, sosialisasi ini juga harus 

diadakan dalam lingkungan masyarakat umum. Hal-hal tersebut untuk 

menghindari kesalahan pemahaman penafsiran pancasila sebagai ideologi 

negara, pada hal prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam 

seperti prinsip musyawarah, keadilan persamaan dan kebebasan secara 

konstitusional baik secara eksplisit maupun secara inplisit sudah tercermin 

dalam UUD 1945 dan pancasila. 

 


